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BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1260, 2019 KEMEN-DPDTT. PNS. Jabatan  Fungsional
Penggerak Swadaya Masyarakat. Penyesuaian.
Pengangkatan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT MELALUI PENYESUAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional
Penggerak Swadaya Masyarakat perlu mengangkat
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat melalui
Penyesuaian sesuai dengan = Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui
Penyesuaian/ Inpassing;

b. bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
dalam Jabatan  Fungsional Penggerak Swadaya
Masyarakat melalui Penyesuaian sudah tidak sesuai
dengan kebutuhan perluasan tugas dan fungsi pejabat
fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan adanya

peningkatan jenjang jabatan sehingga perlu diganti;
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan  Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan  Transmigrasi tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

melalui Penyesuaian;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 13);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1915);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1143);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
MELALUI PENYESUAIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
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10.

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki
Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
Penyesuaian adalah proses pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi
kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu
tertentu.

Penggerak Swadaya Masyarakat yang selanjutnya
disingkat PSM adalah Pegawai Negeri Sipil yang
mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemberdayaan
masyarakat desa melalui penggerakan keswadayaan
masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan
berkelanjutan.

Jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat Kategori
Keahlian adalah Jabatan Fungsional yang mensyaratkan
penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik
analisis di bidang pemberdayaan masyarakat.
Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya
mengembangkan  kemandirian dan = kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan
kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang
sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan
masyarakat desa.

Angka Kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan
atau akumulasi nilai-nilai butir-butir kegiatan yang
harus dicapai oleh PSM yang digunakan sebagai salah
satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan
jabatan/pangkat.

Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil
Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara
di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional PSM adalah
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi.

Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan
kesekretariatan lembaga nonstruktural.

Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan
perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi
sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat
daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
Instansi Pengusul adalah Instansi Pusat atau Instansi
Daerah yang mengusulkan Pegawai Negeri Sipil untuk
diangkat kedalam Jabatan Fungsional PSM melalui
Penyesuaian.

Standar Kompetensi PSM adalah deskripsi pengetahuan,
keterampilan dan perilaku yang diperlukan yang harus
dimiliki oleh PSM dalam melaksanakan tugas, tanggung
jawab, dan wewenangnya dalam penggerakan swadaya
masyarakat.

Uji Kompetensi PSM yang selanjutnya disebut Uji
Kompetensi adalah proses penilaian terhadap
kemampuan yang dimiliki PSM di bidang penggerakan
swadaya masyarakat melalui penerapan berbagai metode
uji yang telah ditentukan sesuai jenjang jabatan yang
akan dimasuki.

Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan
Pelatihan, dan Informasi, yang selanjutnya disebut
Balilatfo adalah Unit Pembina Jabatan Fungsional PSM.
Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional PSM adalah
Pusat Pelatihan Masyarakat.
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